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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.1/2254/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik y
dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tal
2010 Pasal 3, menyatakan pengklasifikasian inforn
ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen
di setiap Badan Publik berdasarkan pengujian konsekue
secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyata
informasi, publik tertentu dikecualikan untuk diakses;

b. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat,
terbatas, rahasia sesuai dengan Undang-Undang,
kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji
konsekuensi terhadap informasi dimaksud;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ maka perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen selaku
atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Kebumen tentang Daftar Informasi
Publik yang Dikecualikan.



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten = dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



Menetapkan
KESATU

10.

il

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun
2019 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 tahun
2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 121 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 tahun 2023
tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk
Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

Daftar Informasi Publik Yang Dikecualiakan di Lingkungan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen;

Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimumkan pada website
https:/ /dispermadesp3a.kebumenkab.go.id/sebagai laman
resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakaat Kabupaten
Kebumen;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :di Kebumen

Pada tanggal : 2 September 2025
KEPALA DINAS-PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT D

VI'DAN DESA
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